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Pehetapan Upah Minimum Pakal Dua Pendekatan

saran Komisi IX DPR: Pilih
Penentuan Nifai Lebih Tinggl

Senayan menganggap UU Pelindungan Ketenagakerjaan
baru yang disahikan membawa angin segar bagi para
pekerja. Aturan ini menghadirkan terobosan mekanisme
penetapan upah minimum yang menggabungkan dua
pendekatan sekaligus. Skema itu meliputi Kebutuhan
Hidup Layak (KHL) serta formula pengupahan.

ANGGOTA Komisl IX OPR
Edy Wurvanto menpelaskan,
penetapan upah minkmu nant-
nya membandinghan hasl kedus
pendekatan I dan secara oto-
matls mengacu pada nilai yang
Jehlh tinggl. Salain [, pechaikan
[t terfadl pada variabel farmula
penpupahan, Milalindeks pergall
perturhuln chononi di itasi
dinalkkandart semuba 0,1 sampal
003 Jaci (0,5 sampal L.

Fata dla, survel KHL vang
rencakup 1 komponen dialib-
han keparda Badan Pusat Statisilk
(BP5) bersama Dewan Pengupa-
lan Maslonal. Tnl uniuk menja-
rin Independersl, akirasy, sera
obfekilviias data statlstlk, “Se-
luruh data ekonoml dan KHL
Bersumber darl BPS sehlngpa
penetapan upsah berganiing pada
keandalan data " ferangnya,
Jumat {0/ ONE02E).

Spal penetapan, lanjutiya,
kewenangan skhle tetap di angan

gubernur berdasarkan rekomen-
dast hupatt aau wall kota dan
Dewan Pengupahan Daerah.
Laly, deml menjaga keadllan,
aubernur diwajlbkan mengacu
prda hasl] komparast data resind
EFS. Sehingga-pekerla terlind-
ung! standar KHL, sedangkan
pengusaha mendapat kepastlan
indlkator makeoekanoml tendkr.

Lebih jauh, diz menekankan
penguatan daya bell burah [adi
kuncl mendanghkrak konswmsi
rumzh fangga peryumbang 52
persen ekonami naskonal. Upah
layak sesual Pasal 27 avat 2
UL 1945 akan meninghatkan
konsemsl. “Inl mendukung
targel pertumbuhan ekonoml G
persen pacda 2027 dan B persen
pada 2029, Katanya.

Anggota Komlsl 1X DPR
Netty Prasetlyanl menarmbah-
kan, kebljakan pengupahan
tetap berpljak pada KHL para
peker)a. Pendebatan inl memberd

Edy Wuryanio

perlindungan kepads para buruh
tanpa mengabalkan kebeelang:
sunpan dunla usaha. Kepastlan
Tk serta hubsngan industrial
vang adil [uga jadl baglan dalam
membangun slsiem ketenaga-
kerjarn produktlf.

Dz hilang, pembaruan reg-
ulast ketenagaker|zan perlu
menjaga keseimbangan antara
pelindungan pekerja dan ke-
herlangsungan dunla usaha
nasional. Kepastian hukum sera
Tubungan induselal yvang adil
wayib diegakkan secara me-
myelurih, “Prinsip produkelylias
upawajih jadi baglan vang fidak
rerplsahkan dalam penerapan

afuran barw ind." katanya
Terkast hal b, Penasihat Khu-
sus Presuden Bidang Kenenaga-
Ker|amn danBese j2hierazn Burh
Said Iqbalmenelashan, Dewan
Pengupahan wajlb melakukan
supvel KHL atau memakal dica
BPFR sebapal acuan penetapan
upah. Jika upah mislmum suan:
daerah masih dl hawah hasll
survel, maka penetapan upih
mengacy pada angha KHL.,
Perubahan lalnnya berkaian
dengan penegasan keberadaan
upalvmadmum sekiaral di tinghat
provinsl sera kabupaten alau
ket Milzinya Bebil tnggl dan
upah e, serta pubemur di
larang mengubah nilal maen

Jents sektomyva, Skema il fah

lebih batk ketlmbang LU Clpta
Karja yang tak memeal opah
sektnral

Indelalut adarya ketentian hang
It para prekerfa dl sehioe tenentu
berpotenst mempersleh upah
mmenimam sekioral lebil tinggt
Albardlrg, upah wmum wilayaha-
yi, “Mamun besaran angha dan
[enis sekior vang masuk dalam
ketentuan i tetap bergantung
prenub praka mekanisie peredapan
ardran baru,” Jelasmya,

Drard sist Pemerintah, Direkeur

lenderal Pembinaan Hubungan
[ndustrial dan Jamlnan Soslal
Kementerlan Ketenagaker|aan
(Kemaaker) Indah Anggore
Puirl menyampalkan, KHL
akan [adi pertlmbangan penen-
luan upeh. Survel KHL BPS
dllakukan denpan berkonsultas]
bersama Dewan Pengrpahan
Diageah. Namun, formulas) rincl
terkalt upah minimum belum
dltuangkan dalam #turan o
[ndah menegaskan, seluruh
substanst yang termakiuh di
dalam UU Pellndungan Ke-
tenagaker|aan belum langsung
berlaki setelal UL disabkin.
Penerapan aturan baru (e masih
wallb mengacu pada skema ke-
tentuan peralihan, Masa perali-
han bl berlaku selama sat talun
ferhitung sefak belewd fu resinl
dlundanghan Permerintal.
Terkalt dampaknya terhadag
pembahasan Upgh Minimom
Provins! {UMP) 2027, Indah
rmermberikan sinval bahwa keten-
tuan PP Nomor 51 Tahun 2023
imasih fetap berlaki, Pepetapan
wepah tahun degan masih meng-
imakan acuan regulasl lama, 1ol
karena UL barw tdak blsa lang-
sung dijerapkan sesaat setelall
ketok pal,” katanyz. m pye
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